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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“For all of you who are striving for your dreams, you should believe in yourself 

and don’t let anyone bring you down. Negativity doesn’t exist it’s all about 

positivity so keep that in mind.” 

-Mark Lee 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 

Ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Negara 

Indonesia adalah Negara hukum”1. Negara hukum ialah Negara yang melindungi 

kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Hukum hadir untuk mengatur tingkah laku masyarakat 

sedemikian rupa sehingga tetap menjaga rasa keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum. Sebagai Negara yang diatur berdasarkan hukum, maka 

penyelenggaraan urusan setiap Negara  haruslah berdasarkan pada hukum yang 

berlaku (wet matigheid van bestuur).2 

Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berlandaskan hukum 

dimana Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin 

semua warga Negara Indonesia untuk memiliki kedudukan yang sama di mata 

hukum dan pemerintah serta wajib menaati hukum dan pemerintah tanpa 

terkecuali. Secara umum pengertian lain dari Negara hukum adalah bahwa dalam 

sistem ini kekuasaan Negara dibatasi oleh hukum. Artinya, baik penguasa, pejabat 

Negara, maupun warga Negara harus menaati hukum dalam segala aspek sikap, 

tindakan, dan perbuatannya berdasarkan hukum.3 Banyak Lembaga-lembaga 

 
1 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
2 Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015 

hlm. 91 
3 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 

hlm. 8 
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penegak hukum yang merupakan sebuah perwujudan hukum dari Negara salah 

satunya ialah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. 

Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah penegak hukum yang 

melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain 

khususnya di bidang penuntutan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.4  

Lembaga kejaksaan merupakan salah satu aparatur pemerintah yang bertugas 

sebagai penegak hukum yang di mana tidak hanya mengemban tugas pokok 

sebagai penuntut umum, namun juga dibebani dengan tugas lain termasuk dalam 

perkara perdata, di mana Jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku 

kuasa hukum pemerintah.5  

Tugas serta Wewenang Jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara diatur 

dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Di bidang perdata dan 

tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam 

maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”6  

Jaksa Pengacara Negara memiliki tugas memberikan bantuan hukumnya 

kepada Negara atau Instansi pemerintah dan lembaga Negara ataupun badan usaha 

 
 4 Kejaksaan Republik Indonesia,“Pengertian Kejaksaan” diakses  

https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan. Pada 9 September 2023 
5 Sandjaya, Ricky Wicaksono, et al. ”Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 

30 Ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.” Doctoral 

dissertation. Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 1 
6 Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia  

https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan
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dimana terdapat kepentingan pemerintah didalamnya.7 Selain itu, Jaksa Pengacara 

Negara dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat umum dalam 

berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang tengah dihadapinya. Hal ini 

adalah bagian dari fungsi mereka dalam menjaga agar hukum diterapkan secara 

adil.8 

Jaksa Pengacara Negara, yang memiliki kewenangan khusus, bertugas 

mewakili dan bertindak atas nama Negara atau Pemerintah dalam perkara perdata 

maupun Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 

Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 jo Peraturan Jaksa Agung 

Republik Nomor 018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, 

menentukan :9 

1. Bantuan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara 

perdata dan tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi 

pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik 

sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara 

litigasi maupun non-litigasi. 

2. Pertimbangan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk 

memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan atau 

pendampingan (Legal Assistance) di bidang perdata dan tata usaha 

 
7 JAM DATUN, Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 

(JAM DATUN), XXII, Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hlm. 2 
8 Ibid.  
9 Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operasional 

Prosedur (SOP). 
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Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara, instansi pemerintah 

di pusat atau daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaanya berdasarkan 

Surat Perintah JAM DATUN, Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI), 

Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI). 

3. Pelayanan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk 

memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha 

Negara kepada anggota masyarakat yang meminta. 

4. Penegakan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk 

mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang 

perdata sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan di bidang perdata 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang 

perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan-peraturan perundang-

undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, serta hak-hak 

keperdataan masyarakat, antara lain :  

a. Pembatalan perkawinan 

b. Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) 

c. Pernyataan Pailit. 

5. Tindakan Hukum Lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk 

bertindak sebagai mediator atau fasilitor dalam hal terjadi sengketa atau 

perselisihan antar lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat atau 

daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Jaksa Pengacara Negara  adalah posisi khusus yang dipegang oleh Jaksa yang 

telah ditunjuk secara struktural dan fungsional untuk menjelaskan tugas-tugas 
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hukum terkait dengan perdata dan tata usaha Negara (DATUN) atas Surat Kuasa 

Khusus (SKK), Namun tidak berarti semua jaksa secara otomatis menjadi Jaksa 

Pengacara Negara, tetapi hanya yang telah dipilih dan diberi tugas khusus dalam 

bidang ini oleh Kejaksaan, yang tujuan utamanya adalah mewakili pemerintah 

atau Badan Usaha Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik 

Daerah) dalam masalah hukum yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha 

negara.10   

Jaksa Pengacara Negara terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Kuasa 

Khusus (SKK) agar dapat bertindak atas nama pemerintah, BUMN, ataupun 

BUMD untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di bidang perdata, 

baik menyangkut perseorangan maupun tidak. Hal ini memberikan kuasa kepada 

penggugat maupun tergugat.11 Penyelesaian permasalahan oleh Jaksa Pengacara 

Negara, tidak dilakukan secara langsung di dalam pengadilan atau yang dikenal 

dengan litigasi, melainkan berupaya terlebih dahulu dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan di bidang perdata melalui jalur non-litigasi, yang kemudian 

penyelesaian sengketa tersebut nantinya akan diselesaikan di luar pengadilan baik 

secara mediasi maupun negosiasi. 12 

BUMD merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya berada di bawah 

pengawasan, arahan dan bimbingan Pemerintah Daerah (Pemda). Modal BUMD 

sendiri sebagian besar atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai oleh Negara dan 

 
10 Depi Hartanto “Penyelesaian Tunggakan Rekening Air Perusahaan daerah air minum 

(PDAM) Kota Padang oleh Jaksa selaku Pengacara Negara”, Unes Law Review, Vol 3, Issue 2, 

Padang, Universitas Ekasakti, September, 2020, hlm. 32 
11 Ibid., hlm. 33 
12 Ibid,. hlm. 34 
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berasal dari kekayaan daerah tersendiri.13 Dasar Hukum pembentukan BUMD 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Pemda). 

Contoh Kasus perdata atau perselisihan yang melibatkan instansi pemerintah 

yang dapat diselesaikan oleh Jaksa melalui mediasi adalah kasus wanprestasi, 

Wanprestasi merujuk pada pelanggaran kewajiban dalam melaksanakan janji atau 

tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan standar yang diharapkan.14 Adapun 

bentuk dari wanprestasi antara lain adalah kegagalan memenuhi syarat-syarat 

perjanjian, keterlambatan memenuhi syarat-syarat perjanjian, dan menepati isi 

perjanjian namun dilakukan secara tidak baik.15 

BUMD merupakan praktik pemerintah daerah dalam pembangunan 

perekonomian daerah. Namun seiring berkembangannya BUMD, hal tersebut juga 

menjadi salah satu titik lemah keuangan daerah. BUMD justru menjadi penguras 

keuangan daerah dibandingkan sumber pendapatan. Buruknya kinerja BUMD 

merupakan salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh pemerintah 

daerah di Indonesia.16 Kenyataannya, banyak BUMD yang tidak efisien sehingga 

menjadi beban Pemerintah Daerah. Mengurangi BUMD yang tidak efisien 

 
13 Yuda Prinada, ”Pengertian BUMD, Karateristik, Tujuan dan Contohnya.”, diakses 

https://tirto.id/pengertian-bumd-karakteristik-tujuan-dan-contohnya-gmUn. Pada 10 September 

2023 
14 I Ketut Gede Juliawan Saputra dan Anak Agung Sri Utari, “Perbedaan Wanprestasi dengan 

Penipuan dalam perjanjian Hutang Piutang”. Kertha Wicara:Jurnal Ilmu Hukum, Vol.04, No.03, 

Bali, Universitas Udayana, 2015, hlm 4. 
15 Achmad Yusuf Sutarjo, “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan 

konsumen dengan obyek jaminan Fidusia yang disita pihak ketiga”,Yustisia Law Journal, Vol.06, 

No.01, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum, 2018, hlm. 93. 
16 Faiqotul Himma, “BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah. Apa Saja Contoh BUMD?” 

Diakses, https://majoo.id/solusi/detail/bumd-adalah. Pada 11 September 2023. 

https://tirto.id/pengertian-bumd-karakteristik-tujuan-dan-contohnya-gmUn
https://majoo.id/solusi/detail/bumd-adalah
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bukanlah persoalan yang sederhana. Masa depan pegawai BUMD menjadi salah 

satu aspek terpenting dalam mencapai efisiensi. Dalam lingkup bisnis masih 

banyak BUMD yang tidak memberikan keuntungan, akan tetapi kita harus 

mengingat banyaknya BUMD yang tujuannya memberikan pelayanan kepada 

publik dan memang tidak memberikan keuntungan laba17. Hal ini disebabkan 

karena ada komoditas tertentu yang sebaiknya ditangani pemerintah, misalnya 

pengadaan air bersih.  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu jenis Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia. 

PDAM memiliki peran sangat penting dalam menyediakan layanan air minum 

kepada masyarakat di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 

tentang Perusahaan Daerah, PDAM ialah perusahaan milik Pemerintah Daerah 

(Pemda) yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kepentingan 

umum di bidang air minum. Kegiatan PDAM mulai dari produksi, pengolahan 

dan pendistribusian air bersih ke pelanggan.18  

Sumber utama pendapatan PDAM adalah pembayaran tagihan air dari 

pelanggan. Pendapatan dari pembayaran rekening air digunakan untuk 

mendukung operasional PDAM , termasuk pengadaan, produksi, pengolahan, 

distribusi air bersih, serta pemeliharaan infrastruktur dan peralatan yang 

diperlukan. Dengan demikian, pembayaran rekening air oleh pelanggan sangat 

 
17 Muzakar Isa dan Abu Bakar Akbar, ”Pengukuran Efisiensi BUMD : Studi Empirik PDAM 

di Eks-Karisedenan Surakarta”, BENEFIT Jurnal Managemen Bisnis, Vol. 16, No. 1, Surakarta, 

Program Studi FE UMS, Juni 2012, hlm. 70 
18 Mutiara dan Saparuddin Siregar, “Analisis Penyebab Tunggakan Rekening air pelanggan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Binjai”, Ekonomi Bisnis Manajemen 

dan Akuntansi(EBMA), Vol.4, No.1, Labuhan Batu, Universitas Labuhan Batu Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Juli 2023, hlm. 2 
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penting untuk menjaga kelangsungan operasi PDAM dan untuk memastikan 

penyediaan layanan air minum yang berkualitas kepada masyarakat setempat. 19 

Seiring dengan dibentuknya Peraturan Daerah setempat nama PDAM diubah 

menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) hal ini dilakukan agar 

tugas dan tanggung jawab perusahaan lebih luas daripada sekedar penyediaan air 

minum.  

PDAM juga mengalami berbagai macam masalah salah satunya pada 

kabupaten Empat Lawang masih banyak pelanggan yang menunggak pembayaran 

rekening air sehingga menyebabkan tunggakan ataupun piutang bagi PDAM Tirta 

Seguring Betung Empat Lawang yang mana telah berubah nama menjadi Perumda 

Tirta Seguring Betung Empat Lawang Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah 

Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2021 yang menentukan bahwa 

“Dengan Peraturan Daerah ini bentuk dan nama Perusahaan Daerah Air Minum 

Empat Lawang diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Seguring Betung. Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang Kabupaten 

Empat Lawang meminta bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah tunggakan 

rekening air dari pelanggan kepada Kejaksaan Negeri Empat Lawang.  

Kejaksaan Negeri sebelumnya telah memberikan bantuan Hukum kepada 

PDAM yaitu PDAM di Kota Padang dalam menyelesaikan kredit macet dari 

krediturnya dan memberikan hasil yang sangat baik, sehingga kerjasama itu 

diteruskan lagi dikarenakan pihak dari PDAM Kota Padang menaksir bahwa 

 
19 Yuli Ekawati dan Saparuddin Siregar, ”Analisis Faktor yang mempengaruhi penunggakan 

rekening pembayaran air pada PDAM Tirtanadi Sumut”, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan 

Manajemen (JIKEM). Vol. 2 No.2, 2022, Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara, hlm. 2 
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penyelesaian tunggakan rekening air pelanggan oleh Jaksa Pengacara Negara 

Kejaksaan Negeri Padang berjalan sangat baik dan efektif.20 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneiliti secara ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang berjudul Pemberian Bantuan Hukum Oleh Jaksa 

Pengacara Negara Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Seguring 

Betung Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Pelanggan Di  

Kabupaten Empat Lawang. 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan 

hukum kepada Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang dalam 

menyelesaikan tunggakan iuran dan denda oleh pelanggan yang tidak 

membayar? 

2. Kendala apa saja yang mempengaruhi Jaksa Pengacara Negara dalam 

menyelesaikan sengketa wanprestasi oleh pelanggan Perumda Tirta 

Seguring Betung Empat Lawang di Kabupaten Empat Lawang? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam 

memberikan bantuan hukum kepada Perumda Tirta Seguring Berung 

 
 20 Depi Hartanto, Op.Cit, hlm.34. 
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Empat Lawang dalam menyelesaikan tunggakan iuran dan denda oleh 

pelanggan yang tidak membayar. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang mempengaruhi 

Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi oleh 

pelanggan Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang di Kabupaten 

Empat Lawang. 

D.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas maka terdapat dua bentuk 

manfaat penelitian yang dapat diambil yang terdiri dari manfaat teoretis dan 

manfaat praktis, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis  

Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam lagi terkait peran penting Jaksa Pengacara Negara 

dalam mengatasi sengketa wanprestasi yang mungkin mempengaruhi 

Perumda Empat Lawang serta memperluas literatur hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

a. Terhadap Perumda Tirta Seguring Berung Empat Lawang, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait Peran Jaksa 

Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum kepada 

Perumda Empat Lawang. 

b. Terhadap Jaksa Pengacara Negara, penelitan ini diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan terkait peran penting dalam memastikan 
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penegakan hukum yang adil serta efisien dan dapat mengkaji bantuan 

hukum yang efektif dapat membantu meningkatkan penegakan hukum 

di Negara. 

c. Terhadap pelanggan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan hukum mengenai akibat dari sengketa wanprestasi agar 

meminimalisir penunggakan iuran air. 

d. Terhadap masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai 

bantuan hukum yang akan didapat. 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup pada penelitian ini hanya membahas mengenai peran Jaksa 

Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum kepada Perumda Tirta 

Seguring Berung Empat Lawang di Kabupaten Empat Lawang dalam 

menyelesaikan tunggakan iuran dan denda oleh pelanggan yang tidak membayar, 

serta membahas kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dan 

solusinya dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi oleh pelanggan Perumda 

Tirta Seguring Berung Empat Lawang di Kabupaten Empat Lawang. 

F. Kerangka Teori  

Kerangka teori adalah identifikasi teori yang memberikan dasar pemikiran 

dilakukannya penelitian, atau dengan kata  lain uraian tentang kerangka referensi 

atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.  

Jujun S.Soerya Sumantri menyatakan: “Pada Hakekatnya memecahkan 

masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen 
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dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat 

diandalkan.”21 Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat 

bantu kita dalam memecahkan permasalahan.22 Adapun teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :  

1. Teori Penyelesaian Sengketa 

  Setiap masyarakat mempunyai solusi untuk mencari jalan tengah dalam 

menyelesaikan permasalahan, perselisihan atau perselisihan pendapat. Pihak-

pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan secara kooperatif, 

dengan kenetralan pihak ketiga dan lain-lain.23 Pada kasus-kasus seperti ini, 

pihak-pihak yang terlibat biasanya memilih dan menentukan cara 

penyelesaian sengketa yang akan digunakan salah satunya adalah melalui 

proses litiagasi di pengadilan. Namun proses litigasi berjalan lambat, 

memakan waktu, bersifat publik dan cenderung menimbulkan permasalahan 

baru. Hal ini dinilai terlalu berbelit-belit dan tidak efisien, terutama bagi para 

pelaku bisnis yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas24. Situasi ini 

menyebabkan banyak orang mencari keadilan untuk menyelesaikan 

perselisihan di luar peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan bersifat privat, kerahasiaan para pihak terjamin, prosesnya lebih 

efisien dan cepat, serta proses ini menghindari penundaan yang disebabkan 

 
21 Jujun S.Soeryasumantri. Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan, 

1978, hlm.316 
22 Ibid. 
23 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2001 hlm.1 
24 Takdir Ramadi, Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011, hlm. 10 
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oleh prosedur procedural dan administratif sebagaimana dalam proses 

peradilan pada umumnya.25 

Pilihan penyelesaian sengketa adalah sebuah proses alternatif yang 

dilakukan di luar pengadilan, dimana para pihak yang terlibat dalam sengketa 

tersebut sepakat untuk mengatasinya dengan cara ini dan dilakukan tanpa 

harus melibatkan proses litigasi di pengadilan.26 Aturan penyelesaian 

sengketa yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur pada pasal 6 

diantara lain sebagai berikut : 

a. Penyelesaian Sengketa yang bisa dilakukan sendiri oleh para pihak dalam 

bentuk “negosiasi” sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

b. Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan dari pihak ketiga yang netral 

atau tidak berpihak pada para pihak yaitu dalam bentuk mediasi yang 

mana diatur pada Pasal 6 Ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 30 

tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

c. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan lewat arbitrase diatur pada pasal 

6 Ayat (9) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

 
25 Wila Wahyuni, ”Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, Diakses 

https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-

lt637636d09eda3/. Pada 10 September 2023. 
26 Frans Hendra Winata, 2011, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia 

dan Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15 

https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/
https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/


14 

 
 

Peneliti menggunakan teori Penyelesaian Sengketa ini untuk membahas 

dan menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan 

sengketa wanprestasi oleh pelanggan PDAM Tirta Seguring Berung Empat 

Lawang di Kabupaten Empat Lawang. 

2. Teori Peran 

Menurut Raph Linton peran adalah “the dynamic aspect of status” yang 

berarti seseorang yang menjalankan peranan dimana seseorang yang 

menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan status 

adalah “collection of right and duties”  yang berarti suatu kumpulan hak dan 

kewajiban.27 Menurut Soerjono Soekanto peranan ialah aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.28 Tiap 

individu memiliki beragam peran yang mempengaruhi tindakannya terhadap 

masyarakat dan juga tergantung pada kesempatan yang diberikan kepada 

masyarakat dalam menjalankan peran tersebut. 

Seseorang memiliki suatu posisi dalam masyarakat dan menjalankan suatu 

peranan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu adalah:  

a. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan kumpulan 

peraturan yang mempedomani seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

b. Peran merupakan suatu konsep mengenai apa yang dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

 
 27 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

1995, hlm. 99 

 28 Soerjono Soekanto, Elit Pribumi Bengkulu, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm.268 
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c. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur 

sosial masyarakat.29 

 Peran selalu berkaitan dengan status dan keduanya tidak mungkin 

dipisahkan. Istilahnya keduanya saling membutuhkan, jika tidak ada peran 

pada masyarakat maka orang tersebut juga tidak mempunyai status 

kedudukan atau status, dan sebaliknya. Manusia merupakan makhluk sosial, 

setiap manusia memiliki berbagai peran yang dilaksanakan dalam 

kehidupannya. Peran adalah tindakan yang terlihat ketika seseorang 

berpartisipasi dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran ini mencakup 

perilaku yang terkait dengan status tertentu dan dapat tertjadi baik dengan 

panduan tugas yang jelas maupun tanpa batasan pekerjaan yang terdefinisi 

untuk individu tersebut. Menurut J.Dwi Nurwako dan Bagong Suyanto peran 

mampu membimbing individu dalam berperilaku, dikarenakan fungsi peran 

adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan petunjuk pada proses bersosialisasi; 

b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan 

pengetahuan; 

c. Dapat menggabungkan kelompok atau masyarakat; 

d. Menjalankan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat 

mengharmoniskan kehidupan di masyarakat. 

Peneliti menggunakan teori ini untuk membahas dan menganalisis peran 

Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum kepada Perumda 

 
 29 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, 

hlm.24 
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Tirta Seguring Berung Empat Lawang dalam menyelesaikan tunggakan iuran 

dan denda oleh pelanggan yang tidak membayar. 

3. Teori Penegakan Hukum 

Hukum pada hakikatnya terdiri dari seperangkat peraturan atau norma 

tertulis dalam suatu masyarakat yang mengatur tingkah laku sosial, termasuk 

segala tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan berkelompok, dan yang 

memberikan sanksi atas pelanggarannya. Menurut Soerjono Soekanto, 

permasalahan utama dalam penegakan hukum adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, dan faktor-faktor tersebut bersifat netral, artinya pengaruh 

positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut diantara lain 

adalah sebagai berikut :30 

a. Faktor hukum itu sendiri, dengan fokus utama pada undang-undang. 

b. Faktor penegak hukum, mencakup unsur-unsur yang terlibat dalam 

pembentukan dan berusaha menjaga keberlakuan hukum tersebut.  

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakkan 

hukum. 

d. Faktor masyarakat, yaitu konteks di mana hukum diterapkan dan 

dijalankan. 

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Peneliti menggunakan teori dalam rangka untuk membahas dan 

menganalisis faktor yang menjadi kendala oleh Jaksa Pengacara Negara 

 
30 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 8 
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dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi oleh pelanggan Perumda Tirta 

Seguring Berung Empat Lawang di Kabupaten Empat Lawang. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah pendekatan utama yang digunakan oleh peneliti 

untuk mencapai tujuan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

diajukan.31 Dilakukan dengan maksud menghimpun data untuk menyelesaikan 

masalah atau mencari solusi serta jawaban terhadap esensi inti permasalahan yang 

dirumuskan. Oleh karena itu, perlu ada rencana yang terstruktur dan metodologi 

yang menjadi dasar ilmiah bagi penelitian ilmiah. 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis pakai pada penelitian ini adalah penelitian 

hukum empiris, penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum 

sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada 

pengamatan dan analisis terhadap implementasi hukum pada masyarakat. 

Jenis penelitian ini mempergunakan seluruh fakta empiris yang didapat dari 

perilaku manusia, baik secara wawancara maupun dengan cara pengamatan 

langsung. Penelitian empiris juga diterapkan untuk mengamati hasil dari 

perilaku manusia yang berupa arsip.32 Penelitian hukum ini juga didukung 

oleh data sekunder yaitu memanfaatkan bahan dari hasil data kepustakaan.33 

 

 
31 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Penliti Pemula, 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hlm.112 
32 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 280 
33 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjii, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.13 
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2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan Penlitian yang digunakan adalah :  

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan 

yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti.34 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus (Case Approach), merupakan suatu pendekatan yang 

berasal dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dalam isu 

hukum yang sedang diteliti, dan informasi yang dihimpun melalui 

wawancara tersebut dianggap sebagai data primer.35 

c. Pendekatan Sosiologi Hukum (Sosiological Approach) 

Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang mempelajari 

hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum 

berinteraksi dengan masyarakat dalam praktiknya. Penelitian dilakukan 

melalui metode empiris atau penelitian langsung di lapangan guna 

mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan yang relevan dengan topik penelitian ini.36 

 

 

 
34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT. Kharisma Putra 

Utama, 2015, hlm.133 
35 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Jakarta: Kencana, 2016, hlm.145 
36 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2018, hlm.152 



19 

 
 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

sekunder antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer  

Data primer adalah informasi yang diperoleh maupun dikumpulkan 

oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer umumnya 

termasuk data yang bersifat  baru dan asli. Untuk memperoleh data 

primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung melalui 

berbagai metode seperti observasi, diskusi kelompok terfokus, 

wawancara serta distribusi quisioner. Dalam penelitian ini penulis 

memperoleh data dari pihak Kejaksaan maupun pegawai yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil 

memahami serta membaca sumber-sumber yang telah ada 

sebelumnya, seperti peenelitian sebelumnya, literatur, peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang 

diteliti. Adapun data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu sebagai 

berikut :  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang memiliki sifat 

mengikat dan memiliki otoritas. Pada penelitian ini, bahan hukum 

primer adalah sebagai berikut : 
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia 

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Pemda) 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) 

7) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-

025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan 

Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum 

Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1727. 

8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, 

Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan 

Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

9) Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 jo Peraturan 

Jaksa Agung Republik Nomo 018/A/J.A/07/2014 tentang Standar 
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Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 

Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

10) Peraturan Kejaksaan Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

11) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Empat Lawang. 

12) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, 

Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan 

Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari 

publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi berupa 

jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, buku hukum 

dan sumber lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian 

ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer 

dan sekunder.37 Antara lain ialah meliputi kamus hukum,Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. 

 

 

 
 37 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2002, hlm.116 
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4. Lokasi Penelitian  

 Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Empat Lawang 

yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km 3,5 Talang Banyu Kelurahan 

Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi. 

5. Populasi dan Sampel  

1)  Populasi  

Populasi merujuk pada sekelompok objek penelitian yang memiliki 

karakterisistik serupa dalam suatu wilayah tertentu yang terkait dengan 

permasalahan yang sedang diteliti.38 Populasi pada penelitian 

merupakan pokok utama sumber informasi. Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh pihak di Kejaksaan Negeri Empat Lawang yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. 

2)  Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data 

dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.39 Pada penelitian ini sampel 

yang dipilih terkait dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam 

melakukan penyelesaian sengketa terhadap permasalahan oleh 

pelanggan air di Kabupaten Empat Lawang. 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 
38 Ibid., hlm. 118 
39 Sugiyono, Metode Penlitian Kuantitatif, Kualotatif, dan R&D. Bandung; Alfabeta,CV, 

2017, hlm. 81 
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1) Studi Lapangan 

Pengumpulan data ini dengan cara wawancara dan diskusi oleh peneliti 

dengan pihak Kejaksaan Negeri Empat Lawang serta mengobservasi ke 

tempat objek penelitian yang sedang diteliti. 

2) Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka   

yang memiliki relevansi dengan pokok permaslaahan pada penelitian ini, 

seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, 

pedoman perusahaan, serta bahan hukum lainnya. 

7. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-

rumus tertentu.40 Teknik-teknik pengolahan data yang akan digunakan adalah 

sebagai berikut :  

1) Pemeriksaan Data (Editing) 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengoreksian data dari hasil 

observasi, wawancara dan arsip-arsip yang telah terkumpul agar hasil 

dari penelitian terhindar dari kesalahan-kesaalahan saat pengumpulan 

data di lapangan. 

2) Klasifikasi (Classifying) 

Pada penelitian ini akan dilakukan klasifikasi data yang diperoleh agar 

terdapat batasan pada penelitian. Klasifikasi juga membuat data-data 

 
40 Hasan Iqbal, Op. Cit., hlm. 24  
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menjadi tersusun secara sistematis dan dapat sangat membantu peneliti 

mengkategorikan data. 

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisa terhadap kesimpulan 

yang diambil dengan perbandingan teori, observasi, memeriksa kembali 

hasil dari wawancara serta menarik kesimpulan sebagai hasil dari 

penelitian. 

8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yang melibatkan penguraian data dengan cermat dalam bentuk 

kalimat yang terstruktur, logis, terurut, tanpa adanya tumpang tindih, 

sehingga memudahkan dalam menginterperstasikan data dan memahami hasil 

analisis.41  

9. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Pada penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah 

secara induktif. Proses penarikan kesimpulan secara induktif adalah suatu 

metode yang dimulai dengan rasio perbandingan tertentu berdasarkan 

pengamatan, tetapi belum memiliki keabsahan mutlak, dan diakhiri dengan 

menyimpulkan secara umum.42 

 
41 Abdul Kadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm.127 
42 Bambang Sunggono, Op Cit,  hlm.10 
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